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ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal
28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi menempatkan setiap
undang-undang, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE), dalam posisi yang wajib tunduk pada prinsip dan norma konstitusional.
Namun, dalam UU ITE ada beberapa ketentuan yang berbenturan dengan UUD NRI
1945, khususnya pasal-pasal pencemaran nama baik yang multitafsir.
Ketidakjelasan makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE membuka celah
bagi institusi publik, pemerintah daerah, korporasi, maupun pejabat untuk
mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan kritik. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 memberikan tafsir konstitusional yang
membatasi cakupan frasa tersebut hanya pada individu perseorangan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perlindungan yang diberikan putusan tersebut terhadap hak
konstitusional atas kebebasan berekspresi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-
evaluatif, menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Data bersumber dari bahan hukum primer
berupa UUD 1945, UU ITE, dan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXI1/2024, serta
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait, yang
dianalisis secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperkuat
perlindungan kebebasan berekspresi dengan mempersempit makna “orang lain”
dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE sehingga hanya mencakup
individu perseorangan. Putusan ini selaras dengan Pasal 19 ICCPR dan UUD 1945.
Ditinjau dari perspektit maqgashid syariah, putusan ini sejalan dengan hifz al-'aq!
melalui perluasan ruang kritik terhadap institusi publik, dan A4ifz al-nafs melalui
dipertahankannya perlindungan bagi korban perseorangan, sehingga tercapai
keseimbangan antara kemaslahatan umum dan individu.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Kebebasan Berekspresi, Putusan MK 105/PUU-
XXI11/2024, UU ITE, Maqashid Syariah.



ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional rvight guaranteed by Articles 28E
and 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, yet in practice it
frequently conflicts with the provisions of the Electronic Information and
Transactions Law (ITE Law), particularly the multi-interpretable defamation
articles. The ambiguity of the phrase "other persons" in Article 274 of the ITE Law
opens a loophole for public institutions, local governments, corporations, and
officials to criminalize citizens who voice criticism. Constitutional Court Decision
Number 105/PUU-XXI1/2024 provides a constitutional interpretation that limits the
scope of that phrase to individual persons only. This study aims to analyze the
protection afforded by that decision to the constitutional right to freedom of
expression in Indonesia.

This research is normative legal research of a descriptive-evaluative
nature, employing a case approach and a statute approach. Data are drawn from
primary legal materials, namely the 1945 Constitution, the ITE Law, and
Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXI1/2024, as well as secondary
legal materials in the form of books, journals, and related research findings, which
are analyzed normatively.

The research results show that the decision strengthens the protection of
freedom of expression by narrowing the meaning of "other persons" in Article 274
in conjunction with Article 45 paragraph (4) of the ITE Law so that it covers only
individual persons. This decision is consistent with Article 19 of the ICCPR and the
ITE Law. Viewed from the perspective of maqashid sharia, this decision aligns with
hifz al-'aql (protection of the intellect) through the expansion of space for criticism
of public institutions, and with hifz al-nafs (protection of the self/life) through the
continued protection of individual victims, thereby achieving a balance between the
public interest and individual interest.

Keywords: Constitutional Rights, Freedom of Expression, Constitutional Court
Decision 105/PUU-XXI1/2024, UU ITE, Maqashid Syariah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak setiap warga negara
untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Hak ini tertuang
dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.! Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak asasi
yang dijamin dalam sistem hukum hak asasi manusia, baik pada tingkat
nasional maupun tingkat internasional. Hak yang memberikan kesempatan
kepada setiap warga untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis, atau
dengan cara lain yang diinginkan. hak ini sangat penting karena menjunjung
tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana warga negara diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan berkontribusi
pada pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tantangan
baru bagi praktik kebebasan berekspresi. Media sosial merupakan platform
utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan, mengekspresikan kritik dan

opini maupun advokasi publik.? Besarnya media sosial di indonesia semakin

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2 Setiyo Utomo, “Yustisia Jurnal Hukum The Digital Age and Human Rights Protection in
Indonesia : Legal Framework , Challenges , and Reform Directions,” Yustisia Jurnal Hukum, Vol.
14 No. 2 (2025), hlm. 225-41.



memperluas ruang ekspresi dan pada saat yang bersamaan menciptakan
tantangan baru yang memerlukan pertimbangan hukum yang adil.’

Dalam praktiknya, hak ini sering kali bertentangan dengan regulasi,
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
sering kali multitafsir dan menciptakan ruang untuk kriminalisasi kritik publik.
Situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan UU ITE khususnya pasal-
pasal tentang pencemaran nama baik tidak memberikan informasi yang jelas
tentang pokok hukum yang dapat menjadi pelapor atau pihak yang dilindungi.*
Banyak anggota masyarakat sipil dikriminalisasi karena adanya pembatasan
kebebasan berekspresi dalam media sosial dan internet, yang kebanyakan
tuduhan dan pelanggaran tersebut menyasar Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29
UU a quo.?

Amnesty International Indonesia mencatat selama 2019-2024
setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat
UU ITE terhadap 563 korban. Pelaku didominasi oleh patroli siber Polri (258
kasus dengan 271 korban) dan laporan pemerintah daerah (63 kasus dengan 68

korban).® Setelah permasalahan tersebut, berbagai pihak mengajukan

3 Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., dan Lukman, F, “ Analisis Implikasi UU ITE
Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” Jurnal
1SO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol. 4 No. 2 (2024), hlm. 1-11.

4 Sirjon, L., Sulihin, LOM., dan Setiawan, R, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.
105/PUU-XXI11/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional,” Jurnal
Inovatif dan Kreativitas, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 3486-3492.

3 Rahmadani, A., Lisa, M.P, Haura, dan S, Firman, F, “Regulasi Digital dan Implikasinya
Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di
Indonesia,” Journal of Social Contemplativa, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 01-18.

6 Amnesty International Indonesia,” Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh
Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE,” https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-



https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/

permohonan pengujian konstitusional (judicial review) kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menguji kesesuaian pasal-pasal tersebut. Judicial review
menjadi mekanisme konstitusional untuk melindungi warga negara dari produk
legislasi yang berpotensi merugikan hak asasi.’

Perkara ini menjadi lebih spesifik ketika penggunaan frasa “orang lain”
dalam Pasal 27A UU ITE bersifat multitafsir. Sehingga membuka celah bagi
institusi publik termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, korporasi,
maupun pejabat untuk melaporkan warga negara yang menyampaikan kritik
atas kinerja mereka.®

Dalam perkara ini terletak pada ketidakjelasan batasan subjek hukum
tersebut: apakah “orang lain” dalam delik pencemaran nama baik hanya
mencakup individu perseorangan, ataukah juga meliputi entitas publik dan
institusional. Ketidakpastian tafsir inilah yang secara konkret mengakibatkan
kriminalisasi kritik warga negara terhadap institusi publik. Melalui putusannya,
Pasal 27A, 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap

jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/, di akses pada 2 Mei
2026.

7 Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila
Rahman, dan Olga Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," Media
Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 592-598.

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on
Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.


https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dibacakan pada tanggal 29 April 2025 Mahkamah Konstitusi memberikan
tafsir konstitusional yang bersifat membatasi, yakni bahwa frasa “orang lain”
dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu
atau perseorangan, bukan lembaga, instansi, korporasi, maupun pejabat publik.
Pembatasan tafsir ini merupakan titik penting karena secara efektif
mendekriminalisasi kritik terhadap institusi publik dan menciptakan ruang bagi
warga negara untuk berpendapat. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan
bahwa hak yang disebutkan bersifat murni, artinya hanya dapat diproses jika
dilakukan oleh yang merasa dirugikan.’

Fenomena kriminalisasi tersebut tidak lepas dari perspektif teori hak
kontitusional. Kebebasan berpendapat dianggap hak yang dapat dikurangi dan
dibatasi (derogable right) dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat
(3), dan Pasal 28F UUD 1945.1° Secara internasional Pasal 19 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 serta Pasal 19 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi
oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005."

Rhona K. M. Smith menegaskan bahwa negara wajib memberikan

justifikasi yang ketat setiap kali membatasi hak sipil dan politik warganya,

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024.

19 Mia Gisella Kartika, “Pembatasan Kebebasan Hak Asasi manusia Dalam Freedom Of
Speech,” Honeste Vivere Journal, Vol. 35, Iss. 1 (2025), hlm. 1-10.

" United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19
ayat (3); Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 119.



karena hak-hak tersebut bersifat universal dan inheren dalam martabat
manusia.'> Dalam hal ini, implementasi dari UU ITE yang memungkinkan
instansi publik untuk melaporkan warga atas dasar pencemaran nama baik
secara langsung yang bertentangan dengan standar HAM internasional yang
mengikat Indonesia. Dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 105/PUU-XXI11/2024 menjadi objek kajian utama. Hal ini dikarenakan
putusan pertama yang secara eksplisit membatasi cakupan objek hukum dalam
delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta menegaskan bahwa kritik
warga negara terhadap institusi publik tidak dapat dikategorikan dalam tindak
pidana pencemaran nama baik. Di balik perubahan paradigma hukum siber
yang dibawa oleh putusan ini, aspek pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi belum mendapatkan kajian yuridis yang mendalam dan menyeluruh.
Putusan ini apakah pembatasan tafsir frasa dari pasal karet UU ITE benar-benar
memberikan perlindungan konstitusional yang utuh bagi kebebasan
berekspresi waraga negara. Kebebasan berpendapat memiliki relevansi yang
kuat dengan nilai-nilai islam terutama magqashid syariah. Relevansi ini
semakin diperkuat oleh pandangan bahwa magqashid syariah pada dasarnya
selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, khususnya dalam
hal perlindungan jiwa (hifz al-nafs) yang berpondasi dengan hak untuk hidup

dan perlindungan akal (hifz al-aql)."

12 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII,
2008), hlm. 57-60.

13 Al-Qaradawi, Yusuf, Dirasah fi Figh Maqgasid al-Syariah: Baina al-Magasid al-
Kulliyyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 56.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024
memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional atas kebebasan
berekspresi di Indonesia?

2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024
ditinjau dari perspektif maqashid syariah dalam perlindungan kebebasan

berekspresi di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUU-XXI1/2024 memberikan perlindungan terhadap hak
konstitusional atas kebebasan berekspresi di indonesia.

b. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XXI1/2024 ditinjau dari perspektif magashid syariah dalam
perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan



dengan kebebasan berekspresi serta kajian terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis
dan masyarakat mengenai kebebasan berekspresi serta menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Revania Fedira dkk., yang
berjudul “Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 105/PUU-XXI11/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Warga Negara”.!* Memiliki persamaan, fokus pembahasan keduanya adalah
mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XX11/2024 terkait
pasal karet dalam UU ITE dan perlindungan kebebasan berpendapat di media
sosial. Sedangkan pembeda dari skripsi terletak pada sudut pandang analisis
yang digunakan. Jurnal tersebut lebih berfokus pada analisis yuridis normatif,
sementara itu skripsi ini menggunakan perspektif magashid syariah.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Wilam Silalahi yang berjudul
“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024

terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik UU ITE: Analisis

14 Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila
Rahman, dan Olga Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," Media
Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 592-598.



Judicial Review di Indonesia”!'?

memiliki persamaan dalam meneliti Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI11/2024 sebagai bentuk judicial
review atas pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi menghambat
kebebasan berpendapat masyarakat. Selain itu menilai bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak
asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan kepastian hukum.
Sedangkan pembeda dengan skripsi penulis adalah jurnal tersebut lebih
berfokus pada implikasi hukum terhadap penegakan hukum pencemaran nama
baik dan perubahan mekanisme perlindungan hukum dari jalur pidana ke jalur
perdata. Sedangkan di skripsi penulis lebih menekankan analisis terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 menggunakan
teori hak konstitusional.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kukuh Prasetyo Idzharul Haq yang
berjudul *“ Perspektif Siyasah Tasyri'iyah terhadap kebebasan berpendapat &
hate speech di Indonesia”.!® Memiliki kesamaan bahwa keduanya sepakat
bahwa UU ITE memiliki pasal-pasal multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3)
dan Pasal 28 ayat (2) yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap
kebebasan berekspresi. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian

yuridis normatif berbasis kepustakaan dan sama-sama menyimpulkan bahwa

15 Wilma Silalahi, & Fitri Natasha Dachi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUU-XX11/2024 terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik UU ITE: Analisis

Judicial Review di Indonesia,” Hukum Inovatif: Jurnal llmu Hukum Sosial Dan Humaniora, Vol. 3,
No. 2 (2026), him. 01-14.

16 Kukuh Prasetyo Idzharul Haq, "Perspektif Siyasah Tasyriiyah Terhadap Kebebasan
Berpendapat & Hate Speech di Indonesia," Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2023).



prinsip kemaslahatan dalam siydsah tasyri'iyyah belum sepenuhnya terpenuhi
oleh UU ITE. Dan juga memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada
fokus kajian.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Gusnia Putri Zahrotul Afifah yang
berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XX11/2024
Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia

Islam”!”

Memiliki persamaan membahas putusan tersebut terkait kebebasan
berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan UU ITE.
Selain itu, juga memiliki persamaan dalam mengaitkan pembahasan dengan
teori hukum sebagai dasar analisis putusan Mahkamah Konstitusi.
Perbedaannya terletak pada teori utama yang digunakan dalam menganalisis

putusan. Skripsi penulis menekankan apakah putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut lebih memenuhi hak konstitusional.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Hak Konstitusional yang
dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie dan teori Maqashid Syariah yang
dicetuskan oleh As-Syatibi sebagai pisau analisis untuk menganalisis
perlindungan hak konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUU-XXI1/2025.

1. Hak Konstitusional

17" Gusnia Putri Zahrotul Afifah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUU-XX11/2024 Terhadap Teori Hak Asasi Manusia Islam," Skripsi, Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (2026).



Pengertian sederhana mengenai hak konstitusional biasa
dikemukakan sebagai hak hukum warga negara yang dilindungi oleh
konstitusi sebuah negara yang berdaulat. Jimly Asshiddigie menegaskan
bahwa hak konstitusional berfungsi melindungi hak asasi manusia. Hak
konstitusional, yang disebut juga dengan hak asasi manusia, merupakan
unsur penting yang harus dilindungi oleh negara hukum modern serta
dimuat dalam konstitusi setiap negara.

Menurut Jimly Assidigie, hak konstitusional yang diatur UUD
1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok, kelompok yang pertama
adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil, yang kedua
kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, ketiga kelomok
hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, keempat kelompok hak yang
mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban hak asasi
manusia.'®

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan
kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak
hanya mencakup hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban, yaitu
kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional
orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan
kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi

manusia orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan

18 Jimly Assidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum
dan HAM , Cet. Ke-2, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 220-223.

10



yang ditetapkan melalui putusan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan
dan penghormatan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan negara.'’

Magqashid Syariah

Secara terminologis, magashid syariah adalah tujuan-tujuan atau
maksud-maksud yang hendak dicapai oleh penetapan hukum Islam untuk
kemaslahatan umat manusia.’® Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-
Muwafaqat mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang
dikehendaki syariat untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di
akhirat. Seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan.?!

Para ulama ushul fikih merumuskan magqgashid syariah ke dalam
lima unsur pokok yang wajib dijaga, yaitu: hifz al-din (perlindungan
agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal),
hifz al-nasl (perlindungan keturunan/nasab), dan 4ifz al-mal (perlindungan

harta). Kelima unsur tersebut saling menopang satu sama lain dalam

membentuk tatanan kehidupan yang maslahah.??

19 Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional di

Indonesia,” Jurnal llmiah Penegakan Ilmiah, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 183-192.

200 A, Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu

Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

2! Abu Ishaq al-Syatibi, AI-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Juz 11 (Beirut: Dar al-Ma’rifah,

1997), hlm. 6-8.

2 Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama,” Cross-Border, Vol. 4

No. 2 (2021), hlm 201-216.
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Dalam penelitian ini, kebebasan bertindak pada dasarnya adalah
manifestasi dari fungsi akal manusia. Ketika seseorang menyampaikan
pendapat, kritik, atau opini di media sosial, berarti sedang menggunakan
akalnya untuk memproses informasi, membentuk argumentasi, dan
mengkomunikasikannya ke publik. Kebebasan berpendapat yang dijamin
oleh putusan MK tersebut memiliki korelasi langsung dengan hifz al-aq!
(perlindungan akal/kebebasan berpikir) dan hifz al-nafs (perlindungan

jiwa).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
(yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”® Penelitian mengenai
perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi melalui
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sangat
relevan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui
perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi.

2. Sifat Penelitian

23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him 13.
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Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif, yaitu
menguraikan apa adanya terhadap suatu posisi atau kondisi dari proposisi-
proposisi hukum atau nonhukum. Kemudian dinilai atau dievaluasi tepat
atau tidak tepat, salah atau tidak salah, benar atau tidak benar terhadap
suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan, norma, dan
keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun
sekunder.?*

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan.
Penulis memfokuskan penelitian pada:

Pendekatan Kasus (case approach), yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menganalisis dan menelaah, yang digunakan sebagai
pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.
Pedekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah
mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh
suatu gambaran terhadap aturan hukum dalam praktik hukum.?® Penerapan
case approach dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan
menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XX11/2024
dengan tujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik

nyata.

24 Ariawan T Gusti Ketut, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” Kertha Widya Jurnal
Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013), him. 21-30.

25 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 321.
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Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu
pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.?® Dalam penelitian
normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan
karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum. Dalam
penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU
ITE dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen yang penting dalam
suatu penelitian. Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh,
diambil, dan dikumpulkan. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah
data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, buku harian, dan seterusnya.?’ Data sekunder pada umumnya
berupa bukti penelitian, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang
undangan, dan catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam
arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang
terdiri dart :

a. Bahan Hukum Primer

26 Sheyla Nichatus sovia, dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri: Lembaga Studi
Hukum Pidana, 2022), him. 25-31.

277 ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
otoritatif, mengikat, dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024.
4. International Covenant on Civil and Political Rights diratifikasi
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung
dan memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat di lakukan
analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.’® Bahan hukum
sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian,
makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Penulis menggunakan buku dan jurnal sebagai bahan
hukum sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif yang
penulis lakukan yaitu menggunakan sumber pustaka (/iterature research)

yang relevan dengan topik yang diteliti dan studi dokumen. Dimana

28Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 23.
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penulis mengkaji, mencatat, dan menelaah berbagai literatur, naskah, dan
undang-undang. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang tersebar untuk
diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif,
yaitu penelitian atau evaluasi yang fokus pada apa yang seharusnya
berdasarkan norma, hukum, aturan, atau standar ideal, bukan berdasarkan

fakta lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dengan pembagian
pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menerangkan latar belakang, yaitu putusan
Mahkamah Kontitusi Nomor 105 PUU-XXII/2024 tentang kebebasan
berpendapat, rumusan masalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan terhadap hak
konstitusional atas kebebasan berekspresi, bagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 ditinjau dari perspektif Magashid
Syariah dalam perlindungan kebebasan berekspresi; tujuan dan kegunaan
penelitian; telaah pustaka; kerangka teori; metode penelitian; serta sistematika
pembahasan.

BAB II Kajian Teori, memuat dua teori yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu teori Hak Konstitusional untuk menganalisis perlindungan
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hak konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XXI11/2024 terutama dalam kebebasan berekspresi dan teori Magashid Syariah
untuk menilai kemaslahatan untuk kebebasan berekspresi dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 dengan unsur hifz al-aql
dan hifz an-nafs.

BAB III Tinjauan Umum, berisi tentang menguraikan konstruksi
perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024, meliputi posisi kasus
pemohon Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pokok permohonan, keterangan
Pemerintah dan DPR RI, pertimbangan hukum Mahkamah, hingga amar
putusan beserta implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum dan
perlindungan kebebasan berekspresi warga negara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil mendalam
untuk menjawab rumusan masalah menggunakan perspektif hak konstitusional
dan teori maqashid syariah untuk memberikan jawaban yang komprehensif.

BAB V Penutup, berisi penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu

kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai jawaban atas

rumusan masalah yang diajukan.

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI1/2024 memberikan
perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dengan
mempersempit makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45
ayat (4) UU ITE 2024 sechingga hanya mencakup individu atau
perseorangan, dan tidak lagi dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan,
korporasi, maupun institusi untuk mempidanakan warga negara yang
menyampaikan kritik. Penafsiran ini menutup celah penyalahgunaan pasal
karet yang selama ini menjadi instrumen kriminalisasi terhadap aktivis,
jurnalis, dan masyarakat sipil, sekaligus menegaskan sifat delik aduan
murni pada pencemaran nama baik sehingga proses hukum hanya dapat
ditempuh atas pengaduan korban perseorangan. Putusan ini juga
memperkuat pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana
dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta
selaras dengan Pasal 19 ICCPR beserta prinsip pembatasan yang ketat,
proporsional, dan untuk tujuan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam

General Comment No. 34. Meskipun demikian, penguatan ini tidak
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bersifat mutlak karena hak konstitusional atas kepastian hukum bagi
individu yang menjadi korban pencemaran nama baik tetap dipertahankan,
sehingga Mahkamah pada dasarnya berupaya menyeimbangkan antara
kepentingan pengawasan publik terhadap institusi dan perlindungan
kehormatan perseorangan.

Ditinjau dari perspektif magashid syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 105/PUU-XXI1/2024 sejalan dengan dua unsur pokok magasid,
yaitu hifz al- ‘aql (pemeliharaan akal) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa).
Perluasan ruang kritik terhadap institusi publik melalui penyempitan frasa
“orang lain” merupakan wujud perlindungan terhadap fungsi akal sebagai
instrumen pengawasan sosial, karena kebebasan berekspresi dan
menyampaikan kritik yang bertanggung jawab termasuk manifestasi dari
penggunaan akal yang sehat. Di sisi lain, dipertahankannya delik
pencemaran nama baik bagi korban perseorangan mencerminkan
perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri manusia sebagai bagian
dari hifz al-nafs. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan upaya
mewujudkan kemaslahatan (maslahah) secara seimbang, yaitu
kemaslahatan umum berupa keterbukaan ruang kritik terhadap
penyelenggaraan negara, tanpa mengorbankan kemaslahatan individu
berupa hak untuk tidak direndahkan kehormatannya secara sewenang-

wenang.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Kepada pembentuk Undang-Undang dan pemerintah pusat, perlu
dilakukan revisi lanjutan atau penerbitan aturan pelaksanaan terhadap
Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE, untuk menegaskan secara
eksplisit bahwa frasa "orang lain" hanya merujuk pada individu atau
perseorangan. Sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 105/PUU-XXI1/2024, penegasan ini penting agar tafsir
konstitusional tersebut tidak sekadar menjadi rujukan yurisprudensi,
melainkan terintegrasi langsung ke dalam norma tertulis sehingga
mengikat secara lebih pasti dan tidak rentan ditafsirkan ulang secara
berbeda oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.

Perlu terus dilakukan edukasi dan literasi digital mengenai batas antara
kritik yang sah terhadap kebijakan/institusi dengan serangan pribadi yang
menyasar kehormatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip
hifz al-'agl dan hifz al-nafs pada kajian maqashid syariah. Kritik yang
disampaikan tetap perlu memperhatikan etika berdialog, akurasi data, dan
tanggung jawab moral, agar kebebasan berekspresi yang diperkuat oleh
putusan ini tidak disalahgunakan untuk fitnah atau ujaran kebencian.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris terhadap
implementasi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXI1/2024 di tingkat

penyidikan dan peradilan, untuk menilai sejauh mana tafsir konstitusional
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ini benar-benar diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di
lapangan, mengingat penelitian ini masih bersifat normatif dan belum

menjangkau aspek implementasi.
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